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ABSTRAK  

 

JUSTIKA DWI RAHMAWATI, Dosen Pembimbing Dr. H. Baitur 

ROHMAN,M.Hum dan NURMAHMUDAH, M.Phil, Analisa Komparatif 

Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara Perceraian Anggota TNI-AD Di 

Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby Dan 

Nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr. Terkait Dengan Permohonan Izin Atasan), Skripsi, 

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023. 

Kata Kunci: Perceraian TNI AD, Komparatif Putusan, Permohonan Izin Atasan 

Perceraian yang dilakukan oleh anggota TNI berbeda dengan warga sipil 

karena Instansi TNI mempunyai aturan khusus dalam melakukan tindakan 

berkelurga yaitu terdapat syarat administrasi berupa surat izin atasan. Hal ini 

sebagai upaya untuk pembinaan mental rohani angkatan darat, pencegah adanya 

tindakan perceraian yang sewenang-wenang yang di lakukan oleh pasangan TNI 

sehingga tidak berdampak buruk pada kedinasan TNI sehingga peneliti tertarik 

untuk meneliti bagaimana duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara cerai anggota TNI AD Nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby dan Nomor 

2187/Pdt.G/2020/PA.Jr tentang permohonan izin atasan , dan bagaimana analisa 

komparatif antara putusan Nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby dan Nomor 

2187/Pdt.G/2020/PA.Jr terhadap permohonan izin atasan dalam perkara cerai 

anggota TNI AD. 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang mana sumber data 

diperoleh dari dokumentasi salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 

5933/Pdt.G/2018/PA.Sby dan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 

2187/Pdt.G/2020/PA.Jr. Pendekatan penelitian ini menggunakan 3 pendekatan 

yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

kasus dan metode analisis yang digunakan adalah analisis teks dan sintesis.  

Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa 1) Berdasarkan duduk perkara 

serta pertimbangan hakim nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby dan nomor 

2187/Pdt.G/2020/PA.Jr. diketahui bahwa tergugatnya merupakan anggota TNI AD 

aktif di kedinasan dan dalam permohonan gugatan pemohon/penggugat tidak 

melampirkan surat izin atasan.2) Berdasarkan analisa komparatif bahwa persamaan 

dari kedua perkara tersebut adalah dalam permohonan perceraian di Pengadilan 

pemohon/penggugat tidak melampirkan surat izin atasan sehingga Mejelis Hakim 

memberi waktu 6 bulan untuk mendapatkannya. Perbedaannya adalah Putusan 

nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby. dilanjutkan pemeriksaan perkara dan diputus 

diterima karena menitikberatkan pada nilai kemanfaatan dalam melindungi 

kejiwaan penggugat dan tergugat. Sedangkan Putusan dengan nomor 

2187/Pdt.G/2020/PA.Jr. tidak melanjutkan pemeriksaan perkara dan diputus tidak 

bisa diterima karena menitikberatkan pada syarat cerai bagi Anggota TNI yaitu 

surat izin atasan yang belum dipenuhi para pihak. Sesuai prosedural perceraian bagi 

anggota TNI maka dalam pengurusan perceraian di Pengadilan harus memenuhi 

syarat administrasi yaitu surat izin atasan karena untuk menjaga kejiwaan anggota 

TNI/pasangannya, menjaga nama Instansi dan melindungi dari tindakan sewenang-

wenang yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. 
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